
WALIKOTA GOROiNTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP 

KORBAN K E K E R i \ S A N 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera 

Republ ik Indonesia Tahun 1945 menjamin atas hak setiap 

warga negara u n t u k bebas dar i penyiksaan a tau 

per lakukan yang merendgihkan derajat martabat manus ia 

serta mendapatkan rasa aman dan bebas dar i segala 

bentuk kekerasan; 

b. bahwa segala bentuk t indak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi 

manus ia sehingga per lu d i l indung i harga d i r i dan 

martabatnya serta d i jamin hak h idupnya siesuai dengan 

f i t rah dan kodratnya tanpa d iskr iminas i ; 

c. bahwa pemberdayaan perempuan dan per l indungan anak 

merupakan u r u s a n pt jmer intahan konkuren yang 

d iserahkan ke daerah u n t u k menjadi dasar pelaksanaan 

otonomi daerah dan menjadi u r u s a n pemer intahan wajib 

yang t idak berkai tan dengan pelayanan dasar 

sebagaimana d imaksud da lam Undang-Undang Nomor 23 

T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

d. bahwa dalam rangka u n t u k member ikan penguatan 

regulasi, arah, dan kmdasan da lam per l indungan 

perempuan dan anak l iorban kekerasan, d iper lukan 

pengaturan a tau regulasi terka i t dengan Per l indungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 
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e. bahwa berdasarkan pertiimbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a, h u r u f b, h u r u f e h u r u f d per lu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Per l indungan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang;-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat 11 d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Per l indungan Anak (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 T a h u n 2002 tentang Per l indungan Anak 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 99, Tambaha Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5882); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Ruraah Tangga 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negxira Republ ik 

Indonesia Nomor 4419); 

6. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2006 tentang 

Per l indungan Saksi dan Korban (Lemh»aran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4635); 



7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan T indak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4720); 

8. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan IPerundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negsira Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah , terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang; Nomor 23 

T a h u n 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 T a h u n 2006 tentang 

penyelenggaraan dan Kerjasama Pemul ihan Korban 

Kekerasan dalam Rum£ih Tangga (Lemt>aran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 64); 

11 . Peraturan Menter i Negsira Pemberdayaan Perempuan 

dan Per l indungan Anak Nomor 01 T a h u n 2010 

tentang Standar Pelayaaan M i n i m a l (SPM) B idang 

Layanan Terpadu bagi Perempuan dan i\nak Korban 

Kekerasan; 

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GOROJ^TALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkian : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. 

BAB I 

KETENTUAN VMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Wal ikota adalah Kepala Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wal ikota sebagai u n s u r ]penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimp in pelaksantian u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan 

oleh P(jmerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m e n u r u t 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pr ins ip otonomi seluas-

luasnya da lam sistem dan pr ins ip Negara Kesatuan Republ ik Indonesia 

sebagaimana d imaksud da lam Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indoensia T a h u n 1945. 

5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis ke lamin perempuan. 

6. Anak £idalah seseorang yang be lum berusia 18 t a h u n , t e rmasuk anak 

yang mas ih da lam kandungan . 

7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat a tau dapat 

mengaldbatkan kesengsaraan a tau penderitaan baik fisik, seksual, 

ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. 
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8. Kekenisan terhadap perempuan adalah setiap t indakan yang berakibat 

a tau m u n g k i n berakibat kesengsaraan a tau penderitaan perempuan 

secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis , t e rmasuk ancaman 

t indakan te r tentu , pemaksaan a tau perampasan kemerdekaan, ba ik yang 

terjadi d i depan u m u m a tau keh idupan pr ibad i . 

9. KekergLsan terhadap anak adalah setiap t i ndakan yang t ierakibat a tau 

m u n g k i n berakibat penderi taan anak secara fisik, psikis , seksual, 

penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan la innya. 

10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan 

a tau penderitaan baik langsung m a u p u n t idak langsung sebagai ak ibat 

dar i ke;kerasan yang terjadi d i wi layah Kota Gorontalo. 

11 . Per l indungan terhadap perempuan xidalah segala kegiatan yang 

d i t u j u k a n u n t u k member ikan rasa aman yang d i l akukan oleh p ihak 

kepolis.ian, kejaksaan, pengadilan, lembxiga sosial, a tau p ihak la in yang 

mengetahui a tau mendengar akan a tau telah terjadi kekerasan terhadap 

perempuan. 

12. Per l indungan anak adalah segala ke;giatan u n t u k menjamin dan 

me l indung i anak dan hak-heiknya agar dapat h idup , t u m b u h , 

berkembang dan berpart is ipasi secara op>timal sesuai dengan harka t dan 

martabat kemanus iaan serta mendapat pierl indungan dar i l :ekerasan dan 

d iskr iminas i . 

13. Pelayanan adalah t indakan yang d i l akukan sesegera m u n g k i n kepada 

korban ke t ika mel ihat , mendengar dan mengetahui akan, sedang a tau 

telah t<;rjadinya kekerasan terhadap korban . 

14. Pendamping adalah orang a tau pei-wakilan dar i lembaga yang 

mempunya i keahl ian me lakukan pendampingan korban u n t u k 

me lakukan konsel ing, terapi dan aclvokasi guna peiaguatan dan 

pemul ihan d i r i ko rban kekerasan. 

15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang 

selanjutnya dis ingkat P2TP2A, adalah u n i t pelayanan terpadu yang 

d ibentuk oleh Daerah u n t u k member ikan pelayanan da lam rangka 

pemberdayaan terhadap perempuan dan anak ko rban t indak kekerasan. 

16. Rumahi Aman adalah r u m a h singgah u n t u k korban, selama proses 

pendampingan, guna keamanan dan ke r yamanan korban dar i ancaman 

dan bahaya pe laku. 



17. Keluaiga adalah u n i t terkeci l da lam masyarakat yang terd i r i dar i suami 

i s t r i , £itau suami- is t r i dan anaknya, at£LU ayah dan anaknya, a tau i b u 

dan anaknya, a tau keluarga sedarah dalam garis l u r u s kx; atas a tau ke 

bawah sampai dengan derajat ketiga. 

18. Rumah Tangga adalah suami , i s t r i , dan anak, orang-orang yang 

mempunya i hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwaki lan, dan/atau Pekerja r u m a h 

tangga dan menetap da lam r u m a h tangg£i tersebut. 

19. Fo rum Per l indungan Korban Kekerasan yang selanjutnya dis ingkat FPKK 

adalah f o rum koordinasi penanganan korban kekerasan pe:rempuan dan 

anak yang penyelenggaraanya d i l akukan secara berjejaring. 

Pasal 2 

Per l indungan Korban berasaskan: 

a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak -hak korban; 

b. keadi lan dan kesetaraan gender; 

c. non d iskr iminas i ; 

d. kepent ingan terbaik bagi korban; dan 

e. pemberdayaan. 

Pasal 3 

Per l indungan Korban ber tu juan u n t u k : 

a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

b. member ikan pelayanan kepada Korban; dan 

c. me lakukan pemberdayaan kepada peremjDuan korban kekerasan. 

Pasal 4 

Ruang l ingkup per l indungan terhadap Korban me l iput i upaya pencegahan, 

pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan d i Kota Gorontalo. 

BAB 11 

B E N T U K K E K E R / L S A N 

Pasal 5 

Ben tuk kekerasan antara la in : 

a. kekerasan fisik; 



b. kekerasan psikis ; 

c. kekerasan seksual; 

d . penelantaran; 

e. eksploitasi; dan/atau 

f. kekerasan la innya. 

Pasal 6 

Kekerasan fisik sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f a disebabkan 

karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , cedera, l u k a a tau cacat 

pada t u b u h seseorang, gugumya kandungan , p ingst in dan/a tau 

menyebabkan kemat ian. 

Pasal 7 

Kekerasan psikis sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f b disebabkan 

karena perbuatan yang mengakibatkan ketsikutan, h i langnya rasa percaya 

d i r i , h i langnya kemampuan u n t u k bert indak, rasa t idak berdaya dan/atau 

penderi taan psikis berat pada seseorang. 

Pasal 8 

Kekerasan seksual sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f c 

disebabkan karena: 

a. perbua t a n yang berupa pelecehan seksual; 

b. pemaksaan h u b u n g a n seksual; 

c. pemaksaan hubungan seksual dengan t idak wajar a tau t idak d i suka i ; 

dan/atau 

d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang la in u n t u k t u j u a n komersia l 

dan a tau t u j u a n t e r t entu 

Pasal 9 

Penelantaran sebagaimana d imaksud dalara Pasal 5 h u r u f d disebabkan 

karena: 

a. perbuatan yang mengakibatkan t idak terpenuhinya k ebu tuhan anak 

secara wajar, ba ik fisik, menta l , sp ir i tual m a u p u n sosial y£ing d i l akukan 

oleh o iang tua , wal i , a tau p ihak la in ma.napun yang bertanggung jawab 

atas p€;ngasuhannya; 



b. perbu£itan mengabaikan dengan sengaja u n t u k memelihiara, merawat, 

a tau mengurus anak sebagaimana mestinya yang d i l akukan oleh orang 

tua , w^ali, a tau p ihak la in m a n a p u n yang bertanggung jawab atas 

pengasuhannya; 

0. perbu£itan yang menelantarkan orang da lam l ingkup r u m a h t a n ^ a n y a , 

padahal m e n u r u t h u k u m yang ber laku baginya a tau karena persetujuan 

a tau pei janj ian ia wajib member ikan keh idupan, perawatan, a tau 

pemel iharaan kepada orang tersebut ;dan/atau 

d. perbu£itan yang mengakibatkan keterg£intungan ekonomi dengan eara 

membatasi dan/atau melarang u n t u k bekei ja yang layak d i da lam a tau 

d i lua i ' r u m a h sehingga korban berada d ibawah kendal i orang tersebut. 

Pasal 10 

Eksploi tasi sebagaimana d imaksud dalam. Pasal 5 h u r u f e disebabkan 

karena: 

a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi a tau seksual dxmgan maksud 

u n t u k menguntungkan d i r i sendir i a tau orang la in ; 

b. perbuatan yang dengan a tau tanpa persetujuan korban yang me l ipu t i 

tap i l i dak terbatas pada pelacuran, kerja a tau pelayanan paksa, 

perbudakan a tau p rak t i k serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan 

fisik, seksual, organ reproduksi , a tau secara melawan h u k u m 

memindahkan a tau mentransplantas i organ dan/atau j£iringan t u b u h 

a tau memanfaatkan tenaga a tau kemampuan seseorang oleh p ihak la in 

u n t u k mendapatkan keuntungan ba ik mater i i l m a u p u n 

immater i i l ;dan/atau 

c. segala ben tuk pemanfaatan organ t u b u h seksual a tau organ t u b u h la in 

dar i korban u n t u k mendapatkan keuntungan , t e rmasuk tetapi t idak 

terbatas pada semua kegiatan pelaeuran a tau pencabulan. 

Pasal 11 

Kekerasan la innya sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 h u r u f f d isebabkan 

karena: 

a. ancaman kekerasan yang me l ipu t i seidap perbuatan secara melawan 

h u k u m berupa ucapan, tu l i san , gambjir, s imbol, a tau gerakan t u b u h , 

ba ik dengan a tau tanpa menggunakan sarana yang men imbu lkan rasa 

t a k u t a t au mengekang kebebasan hak ik i seseorang;dan 



b. pemaksaan, me l iput i : sua tu keadaan d imana seseorang/korban d i s u r u h 

me lakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang i l u me lakukan 

sesuatu yang berlawanan dengan kehendiak sendir i . 

BAB 111 

HAK KORBAN 

Pasal 12 

Setiap Korban mendapatkan hak: 

a. u n t u k d iho rmat i harka t dan martabatnyei sebagai manus ia ; 

b. pemul ihan kesehatan dan psikologis dar i penderitaan yang d ia lami 

korban ; 

c. menentukan sendir i keputusannya; 

d. mendsipatkan informasi ; 

e. kerahasiaan identitasnya; 

f. kompcmsasi; 

g. rehabi l i tasi sosial; 

h . penanganan pengaduan; 

i . mendapatkan kemudahan da lam proses peradi lan; dan/atau 

j . pendampingan. 

Pasal 13 

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 12, j uga mendapatkan hak khusus , yang terd i r i atas: 

a. penghormatan atas kelangsungan h idup , t u m b u h dan berkembang; 

b. pelayeman dasar; 

e. per l indungan yang sama; 

d. bebas dar i berbagai stigma; dan/atau 

e. mendapatkan kebebasan. 
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BAB IV 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 

Pemerintah Da€;rah 

Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab u n t u k melaksanakan 

upaya per l indungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui : 

a. penetapan kebi jakan; 

b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 

e. pembentukan P2TP2A; 

d. member ikan d u k u n g a n sarana dan prasarana; 

e. mengalokasikan anggaran;dan 

f. pembentukan FPKK. 

(2) Untuk: mengantisipasi terjadinya t indak kekerasan, Pemerintah 

Daerah menyelenggarakan layanan bsigi korban da lam bentuk: 

a. memfasi l i tasi pembentukan P2TP2A; 

b. memfasi l i tasi sarana dan prasarana P2TP2A sesuai kemampuan ; dan 

c. memfasi l i tasi FPKK sebagai wadah je jar ing penanganan korban. 

Pasal 15 

Pemerintah Daerah waj ib dan bertanggungjawab u n t u k : 

a. menga wasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar 

pelayanan min ima l ;dan 

b. menyediakan dana u n t u k per l indungan korban mela lu i APBD dan/atau 

sumber keuangan daerah la innya yang sah. 

Bagian Kedua 

Masyarakat dan Keluarga 

Pasal 16 

Masyarakat dan keluarga mempunya i kewxijiban dan tanggung jawab yang 

me l iput i : 

a. menceigah ter jadinya kekerasan terhadaf) perempuan dan anak; 
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b. melaporkan bi la terjadi kekerasan; 

e. me l indung i korban; dan 

d. member ikan pertolongan darura t . 

BAB V 

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN ANAK 

Pasal 17 

(1) P2TP2A d iben tuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga 

masyarakat. 

(2) S t r u k t u r organisasi P2TP2A yang d ibentuk oleh lembaga, d iben tuk 

sesuai kebutuhan . 

Pasal 18 

(1) P2TP2A member ikan pelayanan dan f jer l indungan semxmtara berupa 

rumahi aman bagi korban kekerasan. 

(2) Dalam. h a l P2TP2A t idak memi l i k i r u m a h aman sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), ko rban kekerasan d i r u j u k pada P2TP2A yang memi l i k i 

rumahi aman. 

Pasal 19 

(1) S t r u k t u r organisasi P2TP2A yang dibisntuk oleh Pemerintah Daerah 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 17 ayat (1) t e rd i r i atas: 

a. ke tua u m u m atau sebutan l a in yang setingkat; 

b. wak i l ke tua u m u m ; 

e. ke tua pelaksana; 

d. wsikil ke tua pelaksana 

e. sekretaris; 

e. bendahara;dan 

d. ke tua pelaksana yang membawahi bidang. 

(2) Ketentuan lebih lan jut mengenai s t ruk tu r , dan tugas P2TP2A yang 

d ibentuk oleh Daerah s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a aya t (1) 

d i te tapkan dengan keputusan Wal ikota. 
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Pasal 20 

(1) P2TP2A yang d iben tuk oleh Pemerintah Daerah pal ing k u r a n g memi l i k i 

t iga konselor. 

(2) Konselor sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. konselor da lam bidang h u k u m ; 

b. konselor da lam bidang kesehatan; dan 

e. konselor da lam bidang psikologi. 

(3) Pelaksjinaan konsel ing yang d i laksanakan oleh konselor dapat 

d i laksaj iakan secara berjejaring sebagai ber ikut : 

a. konsel ing da lam bidang h u k u m dengein mel ibatkan 

kepol is ian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, lembaga 

advokasi h u k u m dan Lembaga Swadaya Masyarakat; 

b. konsel ing da lam bidang kesehat£in dengan mel ibatkan Dinas 

Kesehatan, Rumah Sakit U m u m Daerah dan layanan kesehatan 

la innya; 

c. konsel ing da lam bidang psikologi dxmgan mel ibatkan pendamping 

psikologi dan/atau psikolog. 

BAB V I 

PENYELENGGARAAN PEFJLINDUNGAN 

Bagian Kesatu 

Pencegahan 

Pasal 21 

(1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap ]Derempuan dan anak d i l akukan 

secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang d ikoord inas ikan oleh 

perangkat daerah yang menyelenggarakaji u r u s a n pemer intahan dib idang 

pemberdayaan perempuan dan per l indungan anak. 

(2) Upaya pencegahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan 

dengan cara: 

a. membentuk j a r ingan kerja da lam upaya pencegahan kekerasan; 

b. me;lakukan koordinasi , integrasi, s inkronisasi pencegalian kekerasan 

berdasarkan pola kemi t raan ; 
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c. membentuk sistem pencegahan kekerasan; 

d. me lakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang 

berka i tan dengan per l indungan perempuan dan f inak korban 

kel:erasan; dan 

e. member ikan pendid ikan kr i t i s tentang hak-hak perempuan dan anak 

bagi masyarakat. 

Pasal 22 

Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 21 ayat (1) d i l akukan oleh: 

a. keluarga dan/atau kerabat terdekat; 

b. masyarakat; 

c. lembag£i pendid ikan; dan 

d. Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Bagian Kedua 

Pelayanan 

Pasal 23 

(1) Penyelemggaraan pelayanan terhadap korban d i l akukan seuara terpadu 

oleh P2TP2A. 

(2) P2TP2/L sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat mener ima dan 

meng i r im r u j u k a n kasus dar i a t au kepada u n i t pelayanan la innya secara 

berjejaring. 

Pasal 24 

Penyelengg;araan pelayanan terhadap korban d i laksanakan dengan: 

a. cepat; 

b. aman clan nyaman; 

c. rasa empati ; 

d. non d iskr iminas i ; 

e. m u d a h di jangkau; 

f. t idak d ikenakan biaya; dan 

g. d i j amin kerahasiaannya. 
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Pasal 25 

Ben tuk pelayanan terhadap korban me l iput i : 

a. pelayanan pengaduan, konsul tas i , dan konsel ing; 

b. pelayanan pendampingan; 

c. pelayanan kesehatan; 

d. pelayarian rehabi l i tas i sosial; 

e. pelayanan h u k u m ; dan 

f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. 

Pasal 26 

Pelayanan pengaduan, konsul tas i , dan konsel ing sebagaimana d imaksud 

da lam Passil 25 h u r u f a me l iput i : 

a. ident i f ikasi a tau pencatatan awal korban;dan 

b. persetujuan d i l akukan t indakan . 

Pasal 27 

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimxiksud da lam Pasal 25 h u r u f b 

me l iput i : 

a. mendamping i korban selama proses pemeriksaan dan pemul ihan 

kesehatan; 

b. mendamping i korban selama proses medic;olegal; 

c. mendamping i ko rban selama proses pemeriksaan d i Kepolisian, 

Kejaksa.an dan pengadilan; 

d. memantau kepent ingan dan hak -hak korban da lam proses pemeriksaan 

d i Kepolisan, Kejaksaan dan Pengadilan; 

e. menjaga pr ivasi dan kerahasiaan korban dar i semua p ihak yang t idak 

berkepentingan, te rmasuk pemberitaan oleh media massa; 

f. me lakukan koordinasi dengan pendamping yang la in ; dan 

g. member ikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabi l i tasi . 
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Pasal 28 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksiud da lam Pasal 25 h u r u f e 

me l iput i : 

a. pertoloi igan pertama kepada korban; 

b. perawatan dan pemul ihan luka - luka fisik yang ber tu juan u n t u k 

pemul i l i an kond is i fisik korban yang d i l akukan oleh tenaga medis dan 

paramedis; dan 

e. r u j u k a n ke layanan kesehatan. 

Pasal 29 

(1) Pelayanan rehabi l i tas i sosial sebagaimana d imaksud dalam Pasal 25 

h u r u f d merupakan pelayanan yang d iber ikan oleh pendamping da lam 

rangka memu l ihkan kondis i t raumat is korban. 

(2) Pelayanan rehabi l i tas i sosial sebagaimangi d imaksud pada ayat (1) da lam 

bentuk: 

a. member ikan b imbingan kerohanian kei:)ada korban ; dan 

b. pemul ihan kej iwaan korban. 

Pasal 30 

(1) Pelayanan h u k u m sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25 l i u r u f e da lam 

rangka membantu korban da lam menjalani proses peradi lan. 

(2) Pelayanan h u k u m sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) da lam bentuk : 

a. member ikan konsul tas i h u k u m yang mencakup informasi mengenai 

hak -hak korban dan proses peradi lan; 

b. mendamping i ko rban d i t ingkat jpenyidikan, p enun tu tan , dan 

pemeriksaan da lam sidang pengadilan dan membantu korban u n t u k 

secara lengkap memaparkan kekerasan yang dia laminya; 

c. me l i i kukan koordinas i dengan sesama penegak h u k u m , relawan 

peni iamping, dan pekerja sosial agar proses peradi lan berjalan 

sebcigaimana mestinya. 

Pasal 3 1 

(1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana d imaksud 

da lam IPasal 25 h u r u f f be r tu juan u n t u k mengembal ikan korban kepada 

keluarg;a dan l ingkungan sosialnya. 
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(2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasii sosial sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i l akukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota da lam satu wi layah Provinsi Gorontalo; 

daj i 

b. instans i dan lembaga terkai t haik pemer intah m a u p u n non 

pemerintah. 

Bagian Ketiga 

Pemberdayasm 

Paragraf 1 

Pemberdayaan Perempuan K^orban Kekerasan 

Pasal 32 

Pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan me l iput i : 

a. pelat ihan kerja; 

b. usaha ekonomis p roduk t i f dan/atau kelompok usaha bersama; dan 

c. ban tu i i n permodalan. 

Pasal 33 

Pelatihan kerja sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32 h u r u f a me l iput i : 

a. pe lat i l ian keterampi lan; 

b. p raktek kerja lapangan;dan 

c. pemag;angan. 

Pasal 34 

Usaha ekonomis p rodukt i f dan/atau kelomf)ok usaha bersam£i sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 32 h u r u f b me l iput i : 

a. pe lat i l ian keterampi lan wirausaha; 

b. fasil itasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan 

c. pendampingan pelaksanaan usaha. 

Pasal 35 

Ban tuan permodalan sebagaimana dimak:sud da lam Pasal 32 h u r u f c 

me l iput i : 

a. ban tuan sarana dan prasarana kerja; dan 

b. fasi l itasi ban tuan modal kerja. 
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Paragraf 2 

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan 

Pasal 36 

(1) Pemerintah Daerah, P2TP2A, dan masyarakat wajib me lakukan 

pemenuhan hak anak korban kekerasan. 

(2) B e n t u k pemenuhan h a k anak korban kx^kerasan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) me l i pu t i pemenuhan h a k dasar anak sesuai dengan 

kebuhahannya. 

Bagian Keempat 

Koordinasi Per l indungan Korban 

Pasal 37 

(1) Dalam upaya me l indung i dan menyelenggarakan penang;anan layanan 

bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk FPKK. 

(2) FPKK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas: 

a. FPKK Daerah; 

b. FPKK Keeamatan; dan 

e. FPKK Kelurahan. 

(3) Pembentukan FPKK Daerah sebagaimeina d imaksud pada ayat (2) h u r u f 

a d i te tapkan dengan keputusan Walikota. 

(4) Pembxmtukan FPKK Keeamatan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) h u r u f b d i te tapkan dengan Kxjputusan eamat. 

(5) Pembxmtukan FPKK Kelurahan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

h u r u f e d i te tapkan dengan keputusan l u r a h . 

(6) Ketentuan lebih lan ju t mengenai s t r u k t u r organisasi dan u n s u r 

FPKK d ia tur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 38 

Tugas dem fungsi FPKK sebagaimana d imaksud da lam Pasal 37 ayat (1) 

ya i tu : 

a. mengoordinasikan dan menjdnkronkan pencegatian, pelayanan, 

dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; 
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b. memel ihara dan mengembangkan FPKK: da lam pencegahan, pelayanan, 

dan piemberdayaan korban kekerasan secara berjejaring serta sistem 

r u j u k a n ; 

c. me lakukan pendid ikan tentang n i la i -n i la i non d i skr iminas i terhadap 

perempuan dan anak; 

d. me lakukan sosialisasi pera turan perundang- undangan yang berka i tan 

dengan penyelenggaraan per l indungan perempuan dan anak korban 

kekerasan; 

e. mengumpulkan , menyusun, dan menyaj ikan laporan data korban 

kekenisan; dan 

f. me lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemyelenggaraan 

per l in i iungan perempuan dan anak korban kekerasan. 

BAB V l l 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 39 

(1) Masyarakat berperan serta da lam penyelenggaraan per l indungan 

terhadap korban. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa: 

a. mc:mbentuk m i t r a keluarga d i tingkat; ke lurahan oleh masyarakat; 

b. membentuk u n i t per l indungan perempuan dan anak d i da lam 

organisasi kemasyarakatan; 

c. mxdakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mand i r i ; 

d. me lakukan pertolongan pertama kepada korban; dan 

e. melaporkan kepada instans i yang berwenang apabila d i 

l ingkungannya terjadi kekerasan terhiadap korban . 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat; (1) d i l akukan 

oleh jDerorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, lembaga pendid ikan, lembaga keagamaan, swasta, dan 

media massa. 
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BAB VI I I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah i n i h a m s d i te tapkan pa l ing lama 6 

(enam) bu lan sejak Peraturan Daerah i n i d iundangkan . 

Pasal 41 

Peraturan Daerah i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundan:gan Peraturan 

Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 2? j « e « K T 9 « r 

Ditetapkan d i Gorontalo 

pada tanggal 29 * « « « » l i « r 

WALIKOTA GORONTALO, 

MARTEN TAHA 

2016 

Pit. SEKRJETARIg^AEPAH KOTA^ORONTALO, 

2016 

ZAINUDDIN RAHIM 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (7/51/2016) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG 

PEFiLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 

I . U M U M 

Tindalc kekerasan terhadap perem]3uan dan ana l : merupakan 

pelanggaran hak asasi manus ia sehingga per lu d i l indung i harga d i r i dan 

martalbatnya serta d i jamin hak hidupmya sesuai dengan f i t rah dan 

kodratnya tanpa d iskr iminas i . 

Dalam. rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak d i Kota Gorontalo agar terh indar dar i kekerasan, 

ancamian kekerasan, penyiksaan a tau per lakuan yang merendahkan 

derajat dan martabat kemanusiaan, per lu d i l akukan per l indungan 

terhadap perempuan dan anak korlDan kekerasan da lam bentuk 

pera turan d i Daerah. 

Selama i n i pera turan perundang-undangan yang mengsitur mengenai 

per l indungan perempuan dan anak korban kekerasan be lum mengatur 

upaya-upaya per l indungan d i Daerah sehingga d iper lu l :an d u k u n g a n 

kelembagaan dan pera turan yang dapat menjamin pelaksanaannya. 

Peraturan Daerah i n i mengatur upaya per l indungan bagi ko rban 

khususnya da lam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan 

terhadap perempuan dan anak korban k(;kerasan d i Kota Gorontalo. 

I I . PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

C u k u p jelas. 

Pasal 2 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "]3enghormatan dan pemenuhan 

terhadap hak -hak ko rban " adalah j a m i n a n terpenuhinya hak-

hak dasar korban. 



H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "keadi lan" adalah keadaan d imana 

setiap orang baik lak i - l ak i m a u p u n perempuan d iper lakukan 

sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna 

mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan. 

H u r u f e 

C u k u p jelas. 

H u r u f d 

C u k u p jelas. 

H u r u f e 

C u k u p jelas. 

Pasal 3 

C u k u p jelas. 

Pasal 4 

C u k u p jelas. 

Pasal !5 

C u k u p jelas. 

Pasal 6 

C u k u p jelas. 

Pasal 7 

C u k u p jelas. 

Pasal 8 

C u k u p jelas. 

Pasal 9 

C u k u p jelas. 

Pasal 10 

C u k u p jelas. 

Pasal 11 

C u k u p jelas. 

Pasal 12 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan " u n t u k d ihormat i ha rka t dan 

martabatnya sebagai manus ia " adalah men jun jung t inggi 

hak-hak asasi manusia . 

H u r u f b 

C u k u p jelas. 



H u r u f c 

C u k u p jelas. 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan "mendapatkan in formasi " adalah hak 

mendapatkan keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-

tanda yang mengandung n ikd , makna , dan pesan, baik data, 

fakta m a u p u n penjelasannya yang dapat d i l ihat , didengar, 

dan dibaca yang disaj ikan dalam berbagai kemasan dan 

format sesuai dengan perkembangan teknologi in formasi dan 

komun ikas i secara e lektronik a t a u p u n non e lektronik yang 

terka i t t indak kekerasan. 

H u r u f e 

C u k u p jelas. 

H u r u f f 

Yang d imaksud dengEin "kompensasi" me l iput i : 

pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, j a m i n a n 

kesehatan, dan pendid ikan a tau ketrampi lan. 

H u r u f g 

Yang d imaksud dengan "rehabi l i tas i sosial" me l iput i : akses 

pada layanan medis u n t u k pemul ihan fisik dan psikologis, 

ban tuan h u k u m u n t u k mengembalikem hak-hak 

keperdataan, pemul ihan nama baik, dan kewarganegaraan. 

H u r u f h 

Yang d imaksud dengan "penanganan pengaduan" adalah 

tersedianya u n i t khusus layanan terpadu oleh p^etugas. 

H u r u f i 

C u k u p jelas. 

H u r u f j 

Yang d imaksud dengan "pendampingan" antara la in : 

psikolog, psikiater, ah l i kesehatan, rohaniawan,, advokat, dan 

anggota keluarga. 

13 

H u r u f a 

C u k u p jelas. 



H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "pelayanan dasar" anmra la in : hak 

u n t u k pendid ikan, kesehat£in dan akses kepada orang t u a 

selama proses penanganan t ier langsung. 

H u r u f c 

Yang d imaksud dengan "per l indungan yang sama" adalah 

berka i tan dengan status, kewarganegaraan, ras, w a m a k u l i t , 

j en is ke lamin , bahasa, keyakinan, agama, po l i t ik , etnis a tau 

keh idupan sosialnya, kepemi l ikan, disabi l i tas, ke lah i ran a tau 

status la in . 

H u r u f d 

C u k u p jelas. 

H u r u f e 

Yang d imaksud dengan "mendapatkan kebebasan" adalah 

bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua ha l , 

t e rmasuk yang berka i tan dengan proses h u k u m , perawatan 

dan per l indungan sementara serta ident i f ikasi dan 

pelaksanaan solusi selanjutnya. 

Pasal 14 

C u k u p jelas. 

Pasal 15 

C u k u p jelas. 

Pasal 16 

C u k u p jelas. 

Pasal 17 

C u k u p jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan " r u m a h aman " adalah sxibuah tempat 

bernaung sementara yang d imaksudkan u n t u k member ikan 

]3erlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Per l indungan 

sementara d iber ikan w a k t u sampji i batas w a k t u 14 (empat belas) 

ha r i dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondis i korban. 

Ayat (2) 

C u k u p jelas. 

Pasal 19 

C u k u p jelas. 



Pasal 20 

C u k u p jelas. 

Pasal 21 

C u k u p jelas. 

Pasal 22 

C u k u p jelas. 

Pasal 23 

C u k u p jelas. 

Pasal 24 

C u k u p jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

C u k u p jelas. 

Pasal 27 

C u k u p jelas. 

Pasal 28 

C u k u p jelas. 

Pasal 29 

C u k u p jelas. 

Pasal 30 

C u k u p jelas. 

Pasal 31 

C u k u p jelas. 

Pasal 32 

C u k u p jelas. 

Pasal 33 

C u k u p jelas. 

Pasal 34 

C u k u p jelas. 

Pasal 35 

C u k u p jelas. 

Pasal 36 

C u k u p jelas. 

Pasal 37 

C u k u p jelas. 



Pasal 38 

C u k u p jelas. 

Pasal 39 

C u k u p jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

C u k u p jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 


